BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 500.14.5/105 /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL DI WILAYAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal
13 Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun
2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik
Sektoral;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan
evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral, perlu
membentuk Tim Penilai Internal Penyelenggaraan
Statistik Sektoral di Wilayah Kabupaten Aceh Singkil;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan
Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan
Statistik Sektoral di Wilayah Kabupaten Aceh Singkil;

Mengingat : 1. Undang-Undang 16 Tahun 1997 tentang Statistik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3683);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh
Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3827);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pemerintahan  Aceh  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang
Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
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6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang
Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021
tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 1569);

10. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022
tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
1002);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang
Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);

12. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh
Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran
Daerah  Kabupaten Aceh  Singkil Nomor 95)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2025
tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 302);

13. Qanun Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten
Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh
Singkil Tahun 2025 Nomor 306);

14. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 21 Tahun 2022
tentang Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Aceh
Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun
2022 Nomor 5630) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 26.1 Tahun
2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh
Singkil Nomor 21 Tahun 2022 tentang
Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Aceh Singkil
(Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024
Nomor 746.1);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL DI WILAYAH KABUPATEN ACEH
SINGKIL.

KESATU : Susunan Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan
Statistik Sektoral di Wilayah Kabupaten Aceh Singkil yang
selanjutnya disebut Tim Penilai Internal dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud pada diktum
Kesatu mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Tim Penilai Internal melaksanakan tugasnya sebagaimana
dimaksud pada diktum Kedua terhitung mulai tanggal
ditetapkannya Keputusan Bupati ini sampai dengan 31
Desember 2026

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini
akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 13 April 2026

24 Syawal 1447 H
BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;

2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh
Singkil di Singkil;
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LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 500.14.5/105 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI

INTERNAL

EVALUASI

PENYELENGGARAAN STATISTIK

SEKTORAL

DI WILAYAH

KABUPATEN ACEH SINGKIL

KEDUDUKAN DALAM

NO NAMA JABATAN TIM
Edy Widodo Pj.Sekretaris Daerah Koordinator
Endy Putra Plt. Kadis Kominfo Ketua
Rasnidah Rajab Statistisi Ahli Muda Anggota/Supervisor
4 | Ccut Syella Octriana Program Penyusun Anggota/ Admm
Anggaran dan pelaporan Instansi
S | Sudiwati Operatg r Layanan Anggota/Operator
operasional
6 Charl.es Harianto Prakom Ahli Pertama Anggota
Bancin
7 | Yuslaina Sinaga Penata Layanan Anggota
& Operasional &8
. . Pengendali Dampak
8 | Zianul Murzi Lingkungan Ahli Muda Anggota
Adyatama
. Kepariwisataan dan
9 | MYasir Ekonomi Kreatif Ahli Anggota
Pertama
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LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 500.14.5/105 /2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI
INTERNAL EVALUASI

PENYELENGGARAAN STATISTIK
SEKTORAL DI WILAYAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL

URAIAN TUGAS TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL DI WILAYAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
1. Koordinator

a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit
kerja/perangkat Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan Evaluasi
Penyelenggaraan Statistik Sektoral;

b. mengikuti sosialisasi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral,;

c. melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri Evaluasi
Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan

d. menyampaikan hasil penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan
Statistik Sektoral kepada Bupati dan Kepala Badan.

2. Ketua

a. mengoordinasikan aktivitas Tim Penilai Internal;

b. mengikuti sosialisasi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral,;

c. melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas penilaian Tim
Penilai Internal berjalan secara efektif dan efisien;

d. menyampaikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau
penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan;

e. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan
Statistik Sektoral kepada Koordinator tingkat Pemerintahan Daerah; dan

f. menunjuk anggota Tim Penilai Internal sebagai admin yang mengelola
penilaian mandiri, operator yang melakukan entri data, dan supervisor
yang memeriksa hasil entri data dari operator.

3. Anggota

a. mengikuti sosialisasi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral,

b. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;

c. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti
pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;

d. mengelola penilaian mandiri melalui aplikasi atau luring dalam bentuk
dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai
admin;

e. melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui daring
menggunakan aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh
anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai operator;

f. memeriksa hasil entri data pada huruf e oleh anggota Tim Penilai
Internal yang ditunjuk sebagai supervisor;

g. melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada Ketua
Tim Penilai Internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau
persetujuan;

h. memberikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian
visitasi kepada Tim Penilai Badan; dan

i. menyusun laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik
Sektoral dan menyampaikannya kepada Ketua Tim Penilai Internal.
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Admin Instansi melakukan pengelolaan penilaian mandiri.

5. Operator melakukan entri tingkat kematangan, bukti
penjelasan untuk setiap indikator EPSS.

6. Supervisor melakukan pemeriksaan atas hasil isian operator dan
memberikan approval pengiriman hasil penilaian ke Badan.

dukung dan

BUPATI ACEH SINGKIL

SAFRIADI OYON
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